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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah salah satunya berasal dari Dana Alokasi

Umum, dimana dana Alokasi Umum itu bersumber dari dana perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Jumlah DAU yang ada di Kabupaten Bantul untuk tahun 2009

sebesar 568 milyar rupiah jumlah ini lebih kecil dari DAU yang diterima oleh

Kabupaten Bantul pada tahun 2008 yaitu 583 milyar rupiah.

Jumlah keseluruhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ada di

Kabupaten Bantul pada tahun 2009 yaitu Rp 931.789.051.390,08, sedangkan

untuk tahun 2008 sebesar Rp 1.102.570.241.800,00. Perolehan pendapatan daerah

dari Dana Alokasi Umum sangatlah besar, yaitu sekitar 60% dari jumlah

keseluruhan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul,

dengan jumlah yang tersebut Dana Aloksai Umum memiliki peranan yang sangat

besar dalam APBD Kabupaten Bantul. Untuk belanja pegawai dalam APBD

Kabupaten Bantul berasal dari Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum di

Kabupaten Bantul sebagian besar dipergunakan untuk membiayai belanja tidak

langsung yang salah satunya adalah belanja pegawai. Dana Alokasi Umum di
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Kabupaten Bantul yang digunakan untuk membiayai gaji Pegawai Negeri sipil

pada tahun 2009 adalah 521 milyar rupiah sedangkan biaya gaji Pegawai Negeri

Sipil untuk tahun 2008 adalah 491 milyar rupiah. Biaya Gaji Pegawai Negeri Sipil

Di Kabupaten Bantul tersebut sekitar 85% dari jumlah keseluruhan anggaran

Dana Alokasi Umum. Adanya perubahan alokasi dana untuk biaya gaji Pegawai

Negeri Sipil di Kabupaten Bantul tersebut disebabkan kenaikan belanja pegawai

dan kenaikan jumlah pegawai.

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul juga mendapatkan tambahan

penghasilan resmi diluar gaji yaitu tunjangan kesejahteraan yang besarnya untuk

setiap Pegawai Negeri Sipil bervariasi sesuai dengan golongan dan eselonnya.

Tunjangan kesejahteraan ini diberikan untuk meningkatkan kegairahan kerja

Pegawai Negeri Sipil yang nantinya Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan

perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang

dipercayakan kepadanya.

B. Saran

a. Sehubungan dengan gaji Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul yang

masih tergantung pada Dana Alokasi Umum, sebaiknya Pemerintah

Kabupaten Bantul agar lebih memperhatikan potensi-potensi daerah untuk

menggali sumber pendapatan asli daerah agar kedepan nanti Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul dapat menjadi Pemerintah Daerah yang mandiri.

b. Adanya gaji dan tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pegawai

Negeri sipil di Kabupaten Bantul, sebaiknya setiap Pegawai Negeri Sipil
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dalam menjalankan tugas-tugasnya dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab untuk kemajuan dan pembangunan Kabupaten Bantul.

c. Diperlukan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah untuk

mencegah adanya pengeluaran yang tidak diperlukan, serta diperlukan

ketepatan dalam penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam formasi yang ada

sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tersebut dapat berjalan secara

baik.

d. Dengan Ketergantungan pemberian Gaji Pegawai tersebut terhadap Dana

Alokasi Umum, maka apabila Pemerintah Pusat akan menaikan Gaji Pegawai

seharusnya juga disertai dengan pembiayaan yang mencukupi yang nantinya

tidak membebani keuangan daerah.
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DATA PNS KABUPATEN BANTUL
PER 01 OKTOBER 2009

NO INSTANSI JUMLAH
1 Sekretariat Daerah 4
2 Staf Ahli 3
3 Bagian Umum 100
4 Bagian Administrasi Pembangunan 25
5 Bagian Hukum 18
6 Bagian Pemerintahan Desa 23
7 Bagian Kerjasama dan Potensi Daerah 20
8 Bagian Tata Pemerintahan 21
9 Bagian Hubungan Masyarakat 24

10 Bagian Protokol 16
11 Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 50
12 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 5
13 Kantor Arsip 14
14 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 47
15 Kontor Pemberdayaan Masyarakat Desa 34
16 Kantor Pemuda dan Olahraga 15
17 Kantor Pengelolaan Data Telematika 20
18 Kantor Perpustakaan 33
19 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 75
20 Kantor Pengelolaan Pasar 109
21 Inspektorat 43
22 Badan Kepegawaian Daerah 53
23 BKKPP dan KB 102
24 Badan Lingkungan Hidup 39
25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 48
26 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 128
27 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 117
28 Dinas Kesehatan 1.014
29 Dinas Pekerjaan Umum 234
30 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 36
31 Dinas Perijinan 36
32 Dinas Pendidikan Dasar 5.894
33 Dinas Pend. Menegah dan Non Formal 2.605
34 Dinas Sumber Daya Air 174
35 Dinas Perhubungan 75
36 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 68
37 Dinas Pertanian dan Kehutanan 237
38 Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 128
39 Dinas Sosial 41
40 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100
41 Bgian Organisasi 15
42 RSUD Penembahan Senopati 385
43 Kecamatan Bambanglipuro 27
44 Kecamatan Banguntapan 41
45 Kecamatan Bantul 32
46 Kecamatan Dlingo 31
47 Kecamatan Imogiri 28
48 Kecamatan Jetis 26
49 Kecamatan Kasihan 36
50 Kecamatan Kretek 31
51 Kecamatan Pajangan 24
52 Kecamatan Pandak 29
53 Kecamatan Piyungan 30
54 Kecamatan Pleret 25
55 Kecamatan Pundong 27
56 Kecamatan Sanden 32
57 Kecamatan Sedayu 32
58 Kecamatan Sewon 28
59 Kecamatan Srandakan 26

JUMLAH 12.733
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Ringkasan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009

RINGKASAN APBD KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2009

NO URAIAN JUMLAH (Rp)

A PENDAPATAN 829.474.653.164,38

I PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.991.513.134,38

- Pajak Daerah 13.000.000.000,00

- Retribusi Daerah 38.366.191.550,00

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 5.272.647.631,90

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 9.352.673.952,48

II. DANA PERIMBANGAN 656.885.490.000,00

- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 32.740.490.000,00

- Dana Alokasi Umum 568.510.000.000,00

- Dana Alokasi Khusus 55.635.000.000,00

- Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya -

III LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH 106.597.650.030,00

- Pendapatan Hibah -

- Dana Darurat -

- Dana Bagi Hasil Pajak dr Propinsi & 41.216.251.900,00

Pemda Lainnya -

- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya 13.930.427.930,00

- Dana P2TPD -

- Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya 46.545.831.000,00

- Dana Tunjangan Pendidikan 4.905.139.200,00
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B. BELANJA 888.818.903.466,00

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 609.777.817.771,00

- Belanja Pegawai 533.231.014.246,00

- Belanja Bunga 120.145.200,00

- Belanja Subsidi 30.000.000,00

- Belanja Hibah 7.225.272.000,00

- Belanja Bantuan Sosial 39.119.541.000,00

- Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa 3.907.026.900,00

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota/Desa 24.523.636.200,00

- Belanja Tidak Terduga 1.621.182.225,00

II Belanja Langsung 279.041.085.695,00

- Belanja Pegawai 42.278.013.550,00

- Belanja Barang dan Jasa 113.333.563.495,00

- Belanja Modal 123.429.508.650,00

SURPLUS (DEFISIT) (A)
(59.344.250.301,62)

C PEMBIAYAAN

I PENERIMAAN PEMBIAYAAN

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 62.134.481.301,62

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
62.134.481.301,62

II PENGELUARAAN PEMBIAYAAN

- Penyertaan modal 2.675.000.000,00

- Pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo 115.231.000,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
2.790.231.000,00

PEMBIAYAAN NETO 59.344.250.301,62

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
-

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2009
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